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ABSTRACT 

 

The results of the TORA data collection activity, as part of the land redistribution program, 

contribute significantly to supporting the implementation of agrarian reform. This data 

collection serves as a preparatory step in providing TORA objects through land 

redistribution schemes aimed at ensuring legal certainty for communities who have 

occupied state land without possessory rights that can be converted. In practice, the data 

collected often does not fully align with the intended outcomes of agrarian reform. This 

research employs a descriptive qualitative approach, using data collection methods 

including interviews, document analysis, and field observation. The findings indicate that 

the state land occupied by local residents originates from former forest areas that have been 

converted into agricultural and residential use, and has been controlled over generations 

without any formal proof of ownership. Based on legal, subject, and spatial analyses, most 

of the identified land and occupants meet the criteria as recipients of land redistribution 

under Presidential Regulation No. 62 of 2023. However, several subjects require further 

assessment, particularly regarding domicile and employment status. Spatially, the land lies 

outside designated forest areas, has favorable physical characteristics for agricultural 

activities, and aligns with the regional spatial plan (RTRW). The implementation of TORA 

data collection has proven to provide a solid foundation in preventing overlapping claims 

and unauthorized applications for land rights, while promoting agrarian justice. Thus, the 

results of this TORA data collection have a meaningful impact in accelerating the 

implementation of agrarian reform and ensuring targeted provision of TORA land. 

 

Keyword :  TORA Data Collection, Unregistered State Land atau Unclaimed State Land,  

Agrarian Reform, Land Redistribution, GTRA Team
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pentingnya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, dan 

pemanfaatan lahan disadari oleh Negara Indonesia dengan menerbitkan TAP 

MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria. TAP MPR ini secara 

garis besar membahas terkait pengertian, prinsip, dan arah kebijakan 

pembaharuan agraria, serta memberikan panduan dan arahan kepada Presiden 

dan DPR untuk mengubah dan mencabut undang undang yang tidak sesuai 

dengan TAP MPR ini. Salah satu produk hukum yang mengatur pelaksanaan 

Reforma Agraria adalah Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang 

Reforma Agraria. 

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 

dicabut dan digantikan dengan Perpres 62 tahun 2023 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres ini membahas strategi pelaksanaan 

reforma agraria yang meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, 

pemberdayaan subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan 

partisipasi masyarakat. Dalam Perpres ini juga dibentuk kelembagaan tim 

Gugus Tugas Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat (GTRA). Tim 

GTRA ini dibentuk untuk mengefektifkan pelaksanaan reforma agraria di 

lapangan. Tim GTRA terdiri dari, stakeholders dan unsur masyarakat yang 

turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reforma agraria.      

Reforma agraria dianggap sangat berdampak pada harapan masyarakat 

dalam menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia 

menekankan pada konsep redistribusi tanah kepada petani penggarap dan 

petani lahan sempit dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, 

terhadap tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, serta tanah negara 

lainnya yang telah ditetapkan menjadi  TORA  (Martini, Ash-Shafikh, Afif, 

2019). Hal ini untuk memperbaiki penguasaan dan pemilikan tanah yang 

berkeadilan sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi sosial 
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ekonomi masyarakat serta mengatasi ketimpangan pemilikan tanah di 

Indonesia (Tenrisau, 2021). 

Terdapat tanah negara bebas dari non kawasan hutan yang objek 

tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, namun tidak dapat didaftarkan hak 

atas tanahnya karena tidak dimilikinya alas bukti kepemilikan yang dapat 

dikonversi. Dalam rangka menata ulang struktur penguasaan tanah yang 

berkeadilan, pemerintah melalui program reforma agraria melaksanakan 

kegiatan redistribusi tanah guna memberikan legalitas kepemilikan kepada 

masyarakat atas tanah yang mereka kuasai. Salah satu rangkaian redistribusi 

tanah adalah kegiatan pendataan TORA. Pendataan TORA dilakukan untuk 

menginventaris informasi mengenai subjek (penggarap atau penguasa tanah) 

serta objek (bidang tanah yang dikuasai). Informasi ini kemudian disusun 

dalam peta kerja redistribusi tanah. 

Dalam praktik di lapangan, tidak seluruh subjek dan objek yang 

teridentifikasi melalui pendataan TORA memenuhi syarat dalam regulasi 

terkait reforma agraria dan penggunaan tanah dalam arahan tata ruang. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil kegiatan 

pendataan TORA secara komprehensif guna menilai apakah subjek dan objek 

yang terdata telah sesuai dengan kriteria dalam regulasi reforma agraria. 

Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek 

legalitas kepemilikan tanah dan status tanah, aspek kesesuaian subjek sebagai 

penerima redistribusi tanah, serta aspek kelayakan spasial objek berdasarkan 

kondisi faktual dan peraturan tata ruang. 

Ketiga aspek ini diperlukan untuk memastikan bahwa output kegiatan 

pendataan TORA menghasilkan basis data yang akurat. Dengan demikian 

proses redistribusi tanah nantinya benar benar tepat sasaran dalam 

menurunkan ketimpangan penguasaan tanah, serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang secara histroris telah menguasai dan 

memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa redistribusi 

tanah adalah satu satunya cara untuk memiliki hak milik atas tanah negara 

yang selama ini mereka kelola tanpa kepastian hukum 
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Terdapat bidang tanah di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten 

Kediri yang tidak memiliki alas bukti kepemilikan adat, tanah tersebut 

diindikasikan sebagai objek tanah negara bebas sehingga tidak bisa 

didaftarkan hak atas tanahnya melalui program legalisasi aset PTSL. 

Berdasarkan kondisi tersebut mekanisme yang ditawarkan kantor pertanahan 

adalah pemberian hak melalui program redistribusi tanah. Dalam rangkaian 

redistribusi tanah pada objek bidang tanah di Desa Siman  tersebut dilakukan 

kegiatan pendataan TORA. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pendataan tanah 

negara bebas di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang 

dilakukan dalam rangka penyediaan TORA. Fokus penelitian fokuskan pada 

tiga aspek utama yaitu; 1) legalitas status tanah, untuk mengetahui apakah 

objek yang didata memenuhi syarat hukum sebagai tanah yang dapat 

didistribusikan; 2) aspek kesesuaian subjek sebagai peserta redistribusi tanah, 

untuk memastikan bahwa individu atau keluarga yang tercatat sebagai 

penggarap/ penguasa tanah sesuai dengan kriteria penerima TORA dalam 

regluasi yang berlaku; serta 3) kelayakan spasial objek tanah, yang dianalisis 

berdasarkan kondisi faktual, data penggunaan/pemanfaatan tanah, dan 

kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah. Selain itu penelitian ini 

membahas juga terkait kegiatan pendataan TORA sebagai penyedia basis data 

awal objek redistribusi tanah dalam upaya menjamin kepastian hukum 

masyarakat. 

Berdasarkan persoalan, tujuan, dan lokasi penelitian yang telah 

diuraikan, maka fokus kajian ini di tuangkan dalam judul “Kegiatan 

Pendataan Tanah Negara Bebas dalam Rangka Penyediaan TORA di Desa 

Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.” 

 

 

 



4 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis terhadap realisasi kegiatan pendataan TORA di Desa 

Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri dalam menyediakan objek TORA dari 

tanah negara bebas ?  

2. Apa kontribusi hasil kegiatan pendataan TORA di Desa Siman dalam 

pelaksanaan reforma agraria ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut : 

1. Menganalisis legalitas status tanah, kesesuaian subjek dan kelayakan 

spasial  hasil pendataan TORA di Desa Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri 

dalam menyediakan objek TORA dari tanah negara bebas, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa apakah subjek dan objek tersebut layak 

diprioritaskan untuk diberikan kepada masyarakat. 

2. Menganalisis kontribusi hasil realisasi kegiatan program pendataan 

TORA sebagai dasar penyusunan data awal objek redistribusi di Desa 

Siman dalam pelaksanaan reforma agraria, guna menjamin kepastian 

hukum masyarakat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi 

akademis dan segi praktis. Dari segi akademis penelitian ini dapat 

menambahan kajian di bidang pertanahan karena belum ada penelitian 

sebelumnya yang manganalisis hasil kegiatan pendataan TORA, dan dari 

segi praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau 

referensi dalam upaya dasar pelaksanaan pensertipikatan tanah negara 

bebas.  
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1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh 

penulis maupun pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya ilmu dan pengalaman dibidang pertanahan terkhusus pada 

objek TORA salah satunya tanah negara bebas melalui kegiatan 

pendataan TORA, melalui praktik percepatan reforma agraria oleh tim 

GTRA yaitu pendataan TORA. 

 

2. Manfaaf Praktis 

Manfaat praktis yaitu tulisan ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa 

dalam memprioritaskan subjek dan objek TORA dan upaya pelaksanaan 

pensertipikatan redistribusi tanah melalui kegiatan pendataan TORA. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa objek tanah negara 

bebas di Desa Siman telah memenuhi kriteria dari aspek legalitas status tanah 

dan aspek spasial, baik berdasarkan kondisi faktual di lapangan maupun 

kesesuaian dengan peraturan tata ruang. Namun demikian, masih terdapat 

ketidaksesuaian dari aspek kesesuaian subjek sebagai peserta redistribusi tanah. 

Di sisi lain, hasil kegiatan pendataan TORA memberikan manfaat dalam 

meminimalisir potensi sengketa atau konflik, serta dapat digunakan kantor 

pertanahan untuk memprioritaskan pemberian tanah kepada pihak yang lebih 

berhak.  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

Rumusan masalah 1 :  

1. Berdasarkan analisis kronologis tanah negara bebas di Desa Siman, dapat 

disimpulkan bahwa tanah tersebut dulunya merupakan tanah hutan yang 

sebagian besar ditanami kopi, karet, dan tanaman hutan lainnya. Seiring 

berjalannya waktu tanah tersebut beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan area 

permukiman sampai pada saat ini. 

2. Berdasarkan analisis hukum terhadap tanah negara bebas dapat disimpulkan. 

Penguasaan dan pemanfaatan tanah terindikasi tanah negara bebas di Desa 

Siman secara keseluruhan dikuasai oleh masyarakat, hingga saat ini tidak ada 

instansi lain yang mempertanyakan keberadaan tanah tersebut sehingga dapat 

dijadikan sebagai objek TORA bersumber dari TORA non kawasan hutan. 

Didukung dengan peraturan terkait penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun, 

dan perlunya itikad baik. 

3. Berdasarkan analisis subjek terhadap tanah negara bebas dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat yang menempati tanah negara bebas 

di Desa Siman sudah memenuhi syarat subjek sebagai peserta TORA, walaupun 

terdapat sebagian kecil masyarakat yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti 
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prasyarat domisili sebanyak 8 orang dan pekerjaan subjek sebanyak 3 orang 

sesuai ketentuan peraturan. 

4. Berdasarkan analisis spasial terhadap tanah negara bebas dapat simpulkan ;  

a) Penguasaan objek tanah negara bebas secara keseluruhan besar sudah 

dikuasai sendiri meskipun terdapat beberapa masyarakat yang 

menyewakan tanahnya; 

b) Daerah objek tanah negara bebas tidak termasuk kedalam kawasan 

hutan; 

c) Penggunaan tanah pada objek tanah negara bebas sebagian besar sesuai 

dengan RTRW Kabupaten Kediri; 

d) Kemampuan lahan pada objek TORA di Desa Siman terindikasi masuk 

kedalam kelas kemampuan tanah yang sesuai untuk kegiatan pertanian 

maupun non pertanian dengan memperhatikan sistem tanam untuk 

meminimalisir terjadinya erosi. 

Expose hasil pendataan TORA kepada masyarakat dan Forum GTRA dijadikan 

sebagai sarana untuk melaporkan hasil kegiatan dan juga sebagai forum 

konfirmasi aset kawasan yang ditempati masyarakat untuk memastikan kondisi 

clean and clear.  

 

Rumusan Masalah 2 : 

Hasil kegiatan pendataan TORA dapat dijadikan kantor pertanahan dalam 

mempertimbangkan permohonan hak lain, pihak lain disini diartikan sebagai 

pihak yang tidak berhak terhadap tanah objek redistribusi tanah. Dengan adanya 

hasil pendataan TORA dapat memprioritaskan subjek yang terdata dalam basis 

data hasil pendataan TORA untuk dijadikan prioritas penerima objek redistribusi 

tanah. Sehingga hasil pendataan TORA dapat membantu kantor dalam 

memberikan tanah redistribusi kepada yang lebih berhak berdasarkan prioritas. 
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B. Saran 

1. Kantor Pertanahan dapat memberikan sosialisasi dan arahan kepada 

perangkat desa mengenai kriteria subjek dan objek TORA sesuai dengan 

regulasi yang berlaku, guna menyesuaikan penguasaan tanah masyarakat 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam program reforma agraria. Hal 

ini penting dilakukan mengingat peran Kantor Pertanahan lebih berfokus 

pada fungsi pencatatan administrasi pertanahan, dengan indikator 

capaian kerja yang diukur berdasarkan target sertipikasi bidang tanah 

secara kuantitatif. 

 

2. Selain itu, menurut peneliti, diperlukan adanya regulasi yang lebih 

spesifik mengenai kriteria pendapatan subjek TORA. Hal ini bertujuan 

untuk memperjelas batasan kategori masyarakat miskin yang layak 

menerima redistribusi tanah, mengingat dalam regulasi terbaru, yaitu 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, kriteria subjek hanya 

dijelaskan berdasarkan jenis pekerjaan tanpa menyertakan batasan 

penghasilan secara spesifik. 

 

3. Mencadangkan seluruh objek TORA dari hasil pendataan TORA baik itu 

dari kawasan hutan, non kawasan hutan, dan penyelesaian konflik 

kedalam aset Badan Bank Tanah, sehingga Kantor Pertanahan hanya 

sebagai pencatat administrasi pertanahan. Ke depan saya berharap bahwa 

Badan Bank Tanah dapat menjadi pioner dalam pelaksanaan Reforma 

Agraria, karena otoritas terhadap seluruh tanah negara objek TORA 

dalam kepemilikan Badan Bank Tanah.  

 

4. Apabila yang berprofesi sebagai PNS dan berdomisli di luar kecamatan 

mendapatkan warisan tanah dari kedua orang tuanya yang sudah 

diusahakan selama lebih dari 20 tahun namun tak kunjung 

disertipikatkan dan kedua orangtua mereka sudah meninggal maka 

negara dapat memberikan ganti kerugian tanah kepada subjek tersebut 

dengan harga yang sesuai, dalam memberikan ganti kerugian pemerintah 
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dalam hal ini adalah Badan Bank Tanah. Namun apabila yang 

bersangkutan yang berprofesi sebagai PNS tetap ingin mendaftarkan 

tanahnya maka yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya melalui 

pelayanan loket pertanahan, dikecualikan dari subjek redistribusi tanah. 

 

5. Adapun di Desa Siman, terdapat 1.288 penduduk usia produktif yang 

belum memiliki pekerjaan atau tergolong pengangguran. Dalam konteks 

ini, subjek yang tidak memenuhi kriteria redistribusi tanah sesuai 

regulasi dapat dipertimbangkan untuk dialihkan atau dikeluarkan 

sebagian dari daftar penerima, agar pendistribusian tanah lebih tepat 

sasaran dan sesuai prinsip keadilan agraria. 
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